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Perencanaan audit pada sebuah kantor akuntan publik merupakan bagian 
penting dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Semakin tinggi 
kualitas dari sebuah kantor akuntan publik akan semakin tinggi pula permintaan 
kantor akuntan publik tersebut terhadap jasa yang ditawarkan. Semakin penting 
pula persiapan dan perencanaan yang dilakukan agar laporan yang dihasilkan 
sesuai dengan yang diharapkan. 
Dalam penelitian ini, penulis mencoba memahami perencanaan audit 
laporan keuangan yang telah didapat di bangku perkuliahan dalam teori-teori 
perencanaan audit, dengan perencanaan audit yang dilakukan pada sebuah kantor 
akuntan publik. Semoga dengan penelitian ini, dapat memperjelas benang merah 
antara ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dengan apa yang dilakukan dalam 





Kata kunci: Perencanaan audit laporan keuangan, laporan keuangan, audit plan, 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Audit memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Manfaat audit (Jusup, 
2001) secara ekonomis, antara lain : (1) Akses ke pasar modal, (2) Biaya modal 
menjadi lebih rendah. (3) Pencegah terjadinya ketidakefisienan dan kecurangan, 
dan (4) Perbaikan dalam pengendalian dan operasional. Selain itu audit laporan 
keuangan juga diharapkan dapat menjembatani pertentangan kepentingan antara 
pihak internal perusahaan, yaitu manajemen dengan pihak external perusahaan 
yaitu, investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. 
 Agar audit dapat bermanfaat bagi para pemakainya, auditor independen 
memiliki tanggungjawab untuk menghasilkan pendapat yang benar-benar dapat 
dipertanggungjawabkan dan memiliki obyektivitas yang tinggi. Oleh karena itu 
sebelum menjalankan proses audit, tentu saja proses audit harus direncakan 
terlebih dahulu. Perencanaan audit adalah suatu tahapan yang terperinci, yang 
menyangkut prosedur dan rencana auditor yang akan digunakan dalam 
pelaksanaan suatu audit. Tujuan audit, jadwal kerja audit, dan staf yang akan 
diikutsertakan dalam proses audit, harus diterangkan secara jelas dalam 
perencanaan audit. 
 Perencanaan audit merupakan tahapan proses auditing yang sangat 





perencanaan audit merupakan tahap yang mau tidak mau harus mendapat 
perhatian yang serius dari auditor. Ada tiga alasan utama (Arens et al, 2000) 
mengapa auditor harus merencakan penugasan dengan baik: 
1. Untuk memungkinkan auditor memperoleh bukti kompeten yang cukup. 
Perencanaan yang baik akan memudahkan auditor dalam melakukan 
pekerjaan lapangannya, karena auditor bekerja sesuai dengan program 
audit yang telah dibuat sebelumnya. Apabila pekerjaan lapangan dapat 
berjalan dengan baik dan lancar, maka auditor akan dapat memperoleh 
bukti kompeten yang cukup, yang nantinya akan berpengaruh terhadap 
pernyataan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor. 
2. Untuk membantu menekan biaya audit. 
Agar biaya audit dapat ditekan, namun kualitas pekerjaan juga tetap dapat 
dipertahankan, maka dalam melaksanakan proses audit, auditor harus 
dapat bekerja secara efisien. Bekerja secara efisien berarti auditor hanya 
melakukan prosedur audit yang benar-benar dibutuhkan untuk proses audit 
dan tidak melaksanakan prosedur audit yang tidak bernilai tambah. 
3. Untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien. 
Dengan adanya perencanaan audit yang baik, maka auditor akan dapat 
melaksanakan proses audit dengan baik dan tepat waktu. Ketepatan 
penyelesaian proses audit dapat meningkatkan nilai tambah bagi Kantor 
Akuntan Publik (yang selanjutnya disingkat KAP), karena klien merasa 
senang dan puas terhadap hasil pekerjaan KAP, dan apabila hal ini dapat 





Selain itu perencanaan audit yang cukup dapat membantu auditor untuk 
memastikan bahwa perhatian yang sesuai diberikan kepada area audit yang 
penting, sehingga permasalahan dapat dikenali dengan baik, dan pekerjaan dapat 
diselesaikan secara efektif. Bekerja secara efektif berarti tercapainya tujuan untuk 
prosedur audit yang dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan. Auditor 
harus merencanakan audit dengan sikap skeptis professional (SA Seksi 230) 
tentang berbagai hal seperti integritas (Mulyadi, 2002) manajemen, kekeliruan dan 
ketidakberesan, dan tindakan melawan hukum. Sehingga pada akhirnya pendapat 
yang diberikan oleh auditorpun dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
harapan publik. 
 Perencanaan audit yang memadai tercantum dalam standar pekerjaan 
lapangan pertama pada Standar Auditing seksi 311 tentang perencanaan dan 
supervisi yang mengharuskan bahwa “Pekerjaan harus direncanakan dengan 
sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.” 
Seksi ini berisi panduan bagi auditor untuk melaksanakan audit berdasarkan 
standar auditing di dalam mempertimbangkan dan menerapkan prosedur 
perencanaan dan supervisi, termasuk penyiapan program audit, pengumpulan 
informasi tentang bisnis entitas, dan penyelesaian pendapat di antara personel 
KAP. 
 Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh 
pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, luas, dan saat perencanaan 
bervariasi, dengan ukuran dan kompleksitas entitas yang di audit, pengalaman 





audit, auditor harus mempertimbangkan (SA Seksi 311) antara lain: (1) Masalah 
yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha 
entitas tersebut, (2) Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut, (3) Metode 
yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntasi yang 
signifikan, (4) Tingkat resiko pengendalian yang direncanakan, (5) Pertimbangan 
awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit, (6) Pos laporan keuangan 
yang mungkin memerlukan penyesuaian (adjustment), (7) Kondisi yang mungkin 
memerlukan perluasan atau pengubahan audit, dan (8) Sifat laporan auditor yang 
diharapkan akan diserahkan. Bila hal-hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik, 
maka dapat dikatakan perencanaan audit telah memadai. 
 Menurut direktori kantor akuntan publik dan akuntan publik 2010 yang 
diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (yang selanjutnya disingkat 
IAPI), saat ini terdapat 502 kantor akuntan publik yang terdaftar dalam organisasi 
IAPI. Banyaknya kantor akuntan publik yang beroperasi saat ini, tidak dipungkiri 
dapat menimbulkan persaingan antar kantor akuntan publik. Selain pemasaran, 
kualitas audit juga harus ditingkatkan. Salah satu unsur penting dalam menilai 
kualitas audit adalah efektifitas dan kepatuhan perencanaan audit terhadap SPAP. 
Dengan penelitian ini, sedikit banyak diharapkan dapat memberikan sumbangan 
terhadap penilaian kualitas audit, khususnya penilaian atas perencanaan audit 








1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah perencanaan audit 
laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Joachim Sulistyo & Rekan sudah 
sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik yang diterapkan oleh Ikatan 
Akuntan Indonesia”.  
 
1.3. Batasan Masalah 
Perencanaan audit laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah perencanaan audit KAP Joachim Sulistyo & Rekan untuk periode yang 
berakhir 31 Desember 2008. 
 
1.4. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Joachim 
Sulistyo & Rekan sudah sesuai dengan Standar Auditing (yang selanjutnya 
disingkat SA) yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam SPAP. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang audit 
khususnya perencanaan audit laporan keuangan dengan dapat membandingkan 
antara teori yang sudah didapat di bangku perkuliahan dan penerapannya di KAP 






1.6. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, 
rumusan permasalahan, batasan permasalahan, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi uraian teori yang berhubungan dengan audit 
laporan keuangan pada umumnya, dan berisi perencaan audit 
laporan keuangan pada khususnya. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menerangkan metode penelitian yang digunakan dalam 
mendukung penelitian yang meliputi metode penelitian, teknik 
penelitian, teknik pengumpulan data, dan objek penelitian. 
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang data-data yang diambil dari KAP Joachim 
Sulistyo & Rekan, pengujian, serta analisa mengenai 
perencanaan audit laporan keuangan KAP Joachim Sulistyo & 
Rekan.  
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dianggap 






2.1.1. Pengertian Audit 
Audit (Jusup, 2001) dapat didefinisikan sebagai berikut : 
Suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang 
berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian 
ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi 
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
Di dalam pengertian tentang pengauditan diatas terdapat beberapa poin penting 
yang harus diperhatikan yaitu : 
- Proses Sistematis 
Kata “sistematis mengandung implikasi yang berkaitan dengan berbagai 
hal, yaitu : bahwa perencanaan audit dan perumusan strategi audit 
merupakan bagian penting dari proses audit, bahwa perencanaan audit dan 
strategi audit harus berhubungan dengan pemilihan dan penilaian bukti 
untuk tujuan audit tertentu, bahwa banyak tujuan audit tertentu dan bukti 
untuk mencapai tujuan-tujuan audit tersebut saling berkaitan, dan bahwa 
saling keterkaitan tersebut menuntut auditor untuk membuat banyak 





- Mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif 
Kegiatan mendapat dan mengevaluasi bukti merupakan hal yang paling 
utama dalam pengauditan. Jenis bukti yang diperoleh dan kriteria yang 
digunakan untuk mengevaluasi bukti bisa berbeda-beda antara audit yang 
satu dengan audit lainnya, tetapi semua audit berpusat pada proses 
mendapatkan dan mengevaluasi bukti. Dalam audit laporan keuangan, 
bukti tentang tingkat kesesuaian antara asersi dalam laporan keuangan 
dengan prinsip akuntansi yang berterima umum terdiri dari data akuntansi 
(seperti jurnal dan buku besar) dan informasi pendukung (seperti faktur, 
cek, dan informasi yang diperleh melalui wawancara, observasi, 
pemeriksaan fisik atas aktiva, dan korespondensi dengan pelanggan). 
Bukti yang diperoleh juga harus diinterpretasikan dan dievaluasi agar 
auditor dapat membuat pertimbangan akuntansi (accounting judgements) 
yang biasanya diperlukan sebelum sampai kesimpulan bahwa asersi-asersi 
telah sesuai dengan kriteria yang obyektif. 
- Asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi. 
Asersi atau pernyataan yang dibuat manajemen perusahaan yang melekat 
pada seperangkat laporan keuangan adalah subyek dari audit atas laporan 
tersebut. Oleh karena itu apabila seorang auditor akan mengaudit suatu 
laporan keuangan, maka ia harus memahami asersi-asersi yang tidak 






- Tingkat kesusaian antara asersi dengan kriteria yang telah 
ditetapkan. 
Segala sesuatu yang dilakukan selama audit dilaksanakan memiliki satu 
tujuan utama, yaitu untuk merumuskan suatu pendapat audit mengenai 
asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi 
yang telah diaudit. Pendapat atau opini auditor akan menunjukkan 
seberapa jauh asersi-asersi tersebut sesuai dengan standar atau kriteria 
yang telah ditetapkan. 
- Mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 
berepentingan. 
Hasil akhir dari segala macam audit adalah suatu laporan yang berisi 
informasi bagi para pembacanya mengenai tingkat kesesuaian antara asersi 
yang dibuat oleh klien dengan kriteria tertentu yang telah disepakati 
sebagai dasar evaluasi. Dalam hal audit laporan keuangan, 
pengkomunikasian. 
 
2.1.2. Jenis-Jenis Audit 
Audit pada umumnya dibagi menjadi 3 (Mulyadi, 2002)  yaitu : 
2.1.2.1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 
Audit laporan Keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor 
independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk 
menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam 





keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. 
Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis 
berupa laporan audit, Laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi 
keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak. 
 
2.1.2.2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 
Audit Kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah 
yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan 
umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit 
kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. 
 
2.1.2.3. Audit Operasional (Operational Audit) 
Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi, 
atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit 
operasional adalah untuk :  
1. Mengevaluasi kinerja 
2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 
3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan tindakan lebih lanjut 
Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak 
ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta 







2.1.3. Jenis-Jenis Auditor 
Auditor dibedakan menjadi 3 jenis (Jusup, 2001), yaitu :  
2.1.3.1. Auditor Pemerintah 
Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas 
keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia audit ini 
dilaukkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibentuk sebagai 
perwujudan dari Pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi 
sebagai berikut : 
“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu 
Badan Pemeriksa Keuangan yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-
undang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat.” 
Badan pemeriksa keuangan adalah badan yang tidak tunduk pada 
Pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen, namu 
demikian badan ini bukanlah badan yang berdiri di atas Pemerintah. Hasil audit 
yang dilakukan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alat 
kontrol atas pelaksanaan keuangan negara. 
2.1.3.2. Auditor Intern 
Auditor Intern adalah auditor yang bertugas pada perusahaan dan oleh 
karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas audit yang 
dilakukannya terutama ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat 
dimana ia bekerja. Pada perusahaan-perusahaan besar, jumlah staf auditor intern 





langsung kepada pimpinan tertinggi perusahaan (direktur utama), atau ada pula 
yang melapor kepada pejabat tinggi tertentu lainnya dalam perusahaan (misalnya 
kepada kontroler), atau bahkan ada pula yang berkewajiban melapor kepada 
komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris. 
Tanggung jawab auditor intern pada berbagai perusahaan sangat beraneka 
ragam tergantung pada kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Kadang-kadang 
staf auditor intern hanya terdiri dari satu atau dua orang yang sebagian besar 
waktunya digunakan untuk melakukan tugas rutin berupa audit kesesuaian. Pada 
perusahaan lain, staf auditor intern bisa banyak sekali jumlahnya dengan tugas 
yang bermacam-macam, termasuk melakukan tugas-tugas diluar bidang akuntansi. 
Pada tahun-tahun terakhir ini banyak auditor intern terlibat pula dalam 
pengauditan operasional atau meningkatkan keahliannya di bidang evaluasi atas 
sistem komputer. 
2.1.3.3. Auditor Independen atau Akuntan Publik 
Tanggungjawab utama auditor independen atau lebih umum disebut 
akuntan publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang 
diterbitkan perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan 
terbuka yaitu perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui 
pasar modal, perusahaan-perusahan besar, dan juga pada perusahaan-perusahaan 
kecil, serta organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Dengan demikian 
semakin banyaknya perusahaan yang harus diaudit laporan keuangannya, dan 
kalangan bisnis serta banyak pihak lainnya semakin mengenal laporan ini, maka 





padahal terdapat beberapa jenis auditor yang berbeda-beda fungsi dan 
pekerjaannya. 
Praktik sebagai akuntan publik harus dilakukan melalui suatu kantor 
akuntan publik (KAP) yang telah mendapatkan ijin dari Departemen Keuangan. 
Selain itu seseorang baru akan memperoleh ijin berpraktek sebagai akuntan publik 
apabila yang bersangkutan memenuhi beberapa syarat seperti diuraikan pada 
bagian lain dalam bab ini. 
 
2.2. Kantor Akuntan Publik (KAP) 
Menurut SK. Menkeu No.43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 
sebagaimana diubah dengan SK. Menkeu No. 470/KMK.017/1999 tertanggal 4 
Oktober 1999, Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari 
Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan 
pekerjaannya. 
Jumlah kantor akuntan publik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin 
bertambah sejalan dengan perkembangan perekonomian dan bisnis.  Pada tahun 
2010 ini terdapat 502 kantor akuntan publik (IAPI, 2010) yang digolongkan dalam 
akuntan publik besar, sedang, dan kecil. Kantor akuntan publik berskala besar 
hanya sedikit jumlahnya di Indonesia. Kantor akuntan publik beskala besar 








2.2.1. Aktivitas dan Jasa yang disediakan Kantor Akuntan Publik 
Kantor akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi 
masyarakat. Ada 3 penggolongan besar jasa yang dihasilkan (Mulyadi, 2002), 
yaitu : 
1. Jasa Assurance 
2. Jasa Atestasi 
3. Jasa Nonassurance 
 
2.2.1.1. Jasa Assurance 
Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan 
mutu informasi bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan 
informasi yang andal dan relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. 
Oleh karena itu, mereka mencari jasa assurance untuk meningkatkan mutu 
informasi yang akan dijadikan sebagai basis keputusan yang akan mereka 
lakukan. Profesional yang menyediakan jasa assurance  harus memiliki 
kompentensi dan independensi berkaitan dengan informasi yang diperiksanya. 
 
2.2.1.2. Jasa Atestasi 
Salah satu tipe jasa assurance  yang disediakan oleh profesi akuntan 
publik adalah jasa atestasi. Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat 
atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi 
suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah 





implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk 
laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa 
laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (generally 
accepted accounting principles). Jasa atestasi profesi akuntan publik dapat dibagi 
lebih lanjut menjadi 4 jenis : 
a. Audit 
Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari 
laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yagn dibuat oleh 
manajemen entitas tersebut. Akuntan publik yang memberikan jasa audit 
disebut dengan istilah auditor. Atas dasar audit yang dilaksanakan terhadap 
laporan keuangan historis suatu entitas, auditor menyatakan suatu 
pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara 
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha 
entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam 
menghasilkan jasa audit ini, auditor memberikan keyakinan positif 
(positive assurance) atas asersi yang dibuat oleh manajemen dalam 
laporan keuangan historis. Keyakinan (assurance) menunjukkan tingkat 
kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh auditor bahwa 
simpulannya yang dinyatakan dalam laporannya adalah benar. Tingkat 
keyakinan yang dapat dicapai oleh auditor ditentukan oleh hasil 
pengumpulan bukti. Semakin banyak jumlah bukti kompeten dan relevan 
yang dikumpulkan, semakin tinggi tingkat keyakinan yang dicapai oleh 





dikenal dalam masyarakat dan seringkali disebut sebagai jasa tradisional 
profesi akuntan publik. 
 
b. Pemeriksaan (Examination) 
Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh profesi 
akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat atas kesesuaian 
asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
Contoh jasa pemeriksaan yang dilaksanakan oleh profesi akuntan publik 
adalah pemeriksaan terhadap informasi keuangan prospektif dan 
pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian pengendalian intern suatu 
entitas dengan kriteria yang ditetapkan oleh instansi pemerintah atau badan 
pengatur. Dalam menghasilkan jasa pemeriksaan, akuntan publik 
memberikan keyakinan positif atas asersi yang dibuat oleh manajemen. 
Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh profesi akuntan publik selain 
terhadap laporan keuangan historis, seperti misalnya terhadap informasi 
keuangan prospektif, disebut dengan istilah pemeriksaan, dan akuntan 
publik yang menghasilkan jasa pemeriksaan seperti ini disebut dengan 
praktisi. Dengan demikian istilah audit dan auditor khusus digunakan jika 
jasa profesi akuntan publik berkaitan dengan atestasi atas asersi yang 








c. Review   
Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitik 
terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk 
memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam 
informasi keuangan tersebut. Keyakinan negatif lebih rendah tingkatnya 
dibandingkan dengan  keyakinan positif yang diberikan oleh akuntan 
publik dalam jasa audit dan jasa pemeriksaan, karena lingkup prosedur 
yang digunakan oleh akuntan publik dalam pengumpulan bukti lebih 
sempit dalam jasa review dibandingkan dengan yang digunakan dalam jasa 
audit dan jasa pemeriksaan. Dalam menghasilkan jasa audit dan 
pemeriksaan, akuntan publik melaksanakan berbagai prosedur berikut ini: 
inspeksi, observasi, konfirmasi, permintaan keterangan, pengusutan 
(tracing), pemeriksaan bukti pendukung (vouching), pelaksanaan ulang 
(reperforming), dan analisis. Dengan hanya dua prosedur (permintaan 
ketarangan dan prosedur analitik) yuang dilaksanakan dalam jasa review, 
akuntan publik memberikan keyakinan negatif atas asersi yang dibuat oleh 
manejemen, sehingga tingkat keyakinan yang diberikan oleh akutnan 
dalam laporan hasil review lebih rendah dibandingkan dengan tingkat yang 









d. Prosedur yang disepakati 
Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan 
publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan 
publik. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik dalam 
menghasilkan jasa atestasi dengan prosedur yang disepakati lebih sempit 
dibandingkan dengan audit pemeriksaan. Sebagai contoh, klien dan 
akuntan publik dapat bersepakat bahwa prosedur tertentu akan diterapkan 
terhadap unsur atau akun tertentu dalam suatu laporan keuangan. Bukan 
terhadap semua unsur laporan keuangan. Untuk tipe jasa ini, akuntan 
publik dapat menerbitkan suatu “ringkasan temuan” atau suatu keyakinan 
negatif seperti yang dihasilkan dalam jasa review. 
 
2.2.1.3. Jasa Nonassurance 
Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di 
dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan 
temuan, atau bentuk lain keyakinan. Enis jasa nonassurance yang dihasilkan oleh 
akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi. Dalam jasa 
kompilasi, akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi kliennya, seperti 
pencatatan (baik dengan manual maupun dengan komputer) transaksi akuntansi 
bagi kliennya sampai denagn penyusunan laporan keuangan. Jasa perpajakan 
meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya dalam 





perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah 
perpajakan. 
 Jasa konsultasi diatur dalam Standar Jasa Konsultasi. Jasa konsultasi dapat 
meliputi jasa-jasa berikut ini : 
a. Konsultasi (consultations).  
Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah memberikan konsultasi atau 
saran profesional (professional advice) yang memerlukan respon 
segera, berdasarkan pada pengetahuan mengenai klien, keadaan, 
masalah teknis terkait, representasi klien, dan tujuan bersama berbagai 
pihak. Contoh jenis jasa ini adalah review dan komentar terhadap 
rencana bisnis buatan klien dan pemberian saran tentang perangkat 
lunak komputer yang cocok digunakan oleh klien (berdasarkan 
investigasi lebih lanjut oleh klien) 
b. Jasa pemberian saran profesional (advisory services).  
Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah mengembangkan temuan, 
simpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan 
oleh klien. Contoh jenis jasa ini adalah review operasional dan 
improvement study, analisis terhadap suatu sistem akuntansi, 
pemberian bantuan dalam proses perencanaan strategik, dan definisi 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem informasi. 
c. Jasa implementasi.   
Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah mewujudkan rencana 





denagn sumber daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan 
implementasi. Praktisi bertanggung jawab kepada klien dalam hal 
pelaksanaan dan manajemen kegaitan perikatan. Contoh jenis jasa ini 
adalah penyediaan jasa instalasi sistem komputer dan jasa pendukung 
yang berkaitan, pelaksanaan tahap-tahap peningkatan produktivitas, 
dan pemberian bantuan dalam proses penggabungan (merger) 
organisasi. 
d. Jasa transaksi.  
Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah untuk menyediakan jasa 
yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus klien yang 
umumnya dengan pihak ketiga. Contoh jenis jasa adalah jasa 
pengurusan kepailitan, jasa penilaian, penyediaan informasi untuk 
mendapatkan pendanaan, analisis kemungkinan penggabungan usaha 
atau akuisisi, dan jasa pengurusan perkara pengadilan. 
e. Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya.  
Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah menyediakan staf yagn 
memadai (dalam hal kompentensi dan jumlah) dan kemungkinan jasa 
pendukung lain untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. 
Staf tersebut akan bekerja di bawah pengarahan klien sepanjang 
keadaan mengharuskan demikian. Contoh jenis jasa ini adalah 
manajemen fasilitas pemrosesan data, pemrograman komputer, 






f. Jasa produk. 
Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah untuk menyediakan bagi 
klien suatu produk dan jasa profesional sebagai pendukung atas 
instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Contoh jenis 
jasa ini adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, 
penjualan dan implementasi perangkat lunak komputer, dan penjualan 
dan instalasi metodologi pengembangan sistem. 
 
2.2.2. Struktur  Kantor Akuntan Publik 
Mengingat pekerjaan audit atas laporan keuangan menuntut 
tanggungjawab yang besar, maka pekerjaan profesional kantor akuntan publik 
menuntut tingkat independensi dan kompetensi yang tinggi pula. Independensi 
memungkinkan auditor menarik kesimpulan tanpa bias tentang laporan keuangan 
yang diauditnya. Kompentensi memungkinkan auditor untuk melakukan audit 
secara efisien dan efektif. Adanya kepercayaan atas independensi dan 
kompentensi auditor, menyebabkan pemakai bisa mengandalkan diri pada laporan 
yang dibuat auditor. Oleh karena kantor akuntan publik demikian banyak 
jumlahnya, maka tidaklah mungkin bagi pemakai laporan untuk menilai 
independensi dan kompetensi masing-masing kantor akuntan publik. Oleh karena 
itu struktur kantor publik akan sangat berpengaruh terhadap hal ini, walaupun 
tidak menjamin sepenuhnya. 
Bentuk usaha KAP yang dikenal menurut hukum di Indonesia ada dua 





1. KAP dalam bentuk Usaha Sendiri. KAP bentuk ini menggunakan nama 
akuntan publik yang bersangkutan. 
2. KAP dalam bentuk Usaha Kerjasama. KAP bentuk ini menggunakan 
nama sebanyak-banyaknya tiga nama akuntan publik yang menjadi 
rekan/partner dalam KAP yag bersangkutan. 
Penanggungjawab KAP Usaha Sendiri adalah akuntan publik yang 
bersangkutan, sedangkan penanggungjawab KAP Usaha Kerjasama adalah dua 
orang atau lebih akuntan publik yang masing-masing merupakan rekan/partner 
dan salah seorang bertindak sebagai rekan pimpinan (Pasal 3 ayat 2 dan 3 SK. 
Menkeu No. 43/1997) 
 
2.2.3. Organisasi Profesi Akuntan Publik 
Organisasi profesi akuntan publik di berbagai negara di dunia sangat 
beraneka ragam, baik struktur organisasi, keanggotaan, maupun kegiatannya. Di 
Indonesia, satu-satunya organisasi profesi akuntan publik adalah Institut Akuntan 
Publik Indonesia (IAPI). 
 
2.2.3.1. Sejarah singkat Institut Akuntan Publik Indonesia  
Berdirinya Institut Akuntan Publik Indonesia adalah respons terhadap 
dampak globalisasi, dimana Drs. Ahmadi Hadibroto sebagai Ketua Dewan 
Pengurus Nasional IAI mengusulkan perluasan keanggotaan IAI selain individu. 
Hal ini telah diputuskan dalam Kongres IAI X pada tanggal 23 Nopember 2006. 





Akuntan Publik menjadi asosiasi yang independen yang mampu secara mandiri 
mengembangkan profesi akuntan publik. IAPI diharapkan dapat memenuhi 
seluruh persyaratan International Federation of Accountans (IFAC) yang 
berhubungan dengan profesi dan etika akuntan publik, sekaligus untuk memenuhi 
persyaratan yang diminta oleh IFAC sebagaimana tercantum dalam Statement of 
Member Obligation (SMO).  
Pada tanggal 4 Juni 2007, secara resmi IAPI diterima sebagai anggota 
asosiasi yang pertama oleh IAI. Pada tanggal 5 Pebruari 2008, Pemerintah 
Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
17/PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang 
berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan 
penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan 
program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia. 
(http://iapi.or.id, 2010) 
 
2.2.4. Standar Profesional Akuntan Publik 
Ada 5 standar profesi akuntan publik (IAI, 2001) yang saat ini masih 
digunakan sebagai acuan, yaitu : 
a. Standar Auditing 
Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan hitoris. 
Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk 
Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan 





standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang 
harus diikkuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. 
Kepatuhan terhadapa Pernyataan Standar Auditing yang dikeluarkan oleh 
Dewan bersifat wajib (mandatory) bagi anggota Ikantan Akuntan 
Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik. Termasuk di dalam 
Pernyataan Standar Auditing adalah Interprestasi Pernyataan Standar 
Auditing (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan 
oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan 
dalam PSA. Dengan demikian IPSA memberikan jawaban atas pertanyaan 
atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam 
PSA, sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam 
PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan 
Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga 
pelaksanaannya bersifat wajib (mandatory). 
b. Standar Atestasi 
Standar atestasi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa 
akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan 
dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan 
keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan 
keyakinan yang lebih rendah ( review, permeriksaan, dan prosedur yang 
disepakati). Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam 
bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). PSAT merupakan penjabaran 





Termasuk di dalam Pernyataan Standar Atestasi adalah Interpretasi 
Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT), yang merupakan interpretasi resmi 
yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang 
diterbitkan oleh Dewan dalam PSAT. Dengan demikian IPSAT 
memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran 
ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSAT sehingga merupakan 
perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSAT. Tafsiran resmi ini 
bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indoensia yang berpraktik 
sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib 
(mandatory). 
c. Standar Jasa Akuntansi dan Review 
Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi 
nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan 
review. Standar jasa akuntansi dan review dirinci dalam bentuk Pernyataan 
Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). Termasuk di dalam 
Pernyataan Standar Jasa Kuntansi dan Review adalah Interpretasi 
Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (IPSAR), yang merupakan 
interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-
ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAR. IPSAR memberikan 
jawaban atas pernyataaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-
ketentuan yang dimuan dalam PSAR sehingga merupakan perluasan lebih 





mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indoensia yang berpraktik sebagai 
akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib (mandatory). 
d. Standar Jasa Konsultasi 
Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang 
menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. 
Jasa konsultasi pada hakikatnya berbeda dari ajsa atestasi akuntan publik 
terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan 
suatu kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi 
tanggung jawab pihak lain, yaitu membuat asersi (asserter). Dalam jasa 
konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan 
rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh 
perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa 
konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien. 
e. Standar Pengendalian Mutu 
Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan 
publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan 
oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh 
Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika 
Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan Kompartemen Akuntan 
Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam perikatan jasa profesional, 
kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk memenuhi berbagai 
standar relevan yang telah diterbitkan oleh Dewan dan Kompartemen 





akuntan publik wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam 
menentukan hubungan profesionalnya; bahwa kantor akuntan publik dan 
para stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh 
Aturan Etika Kompartemen serta akan menggunakan kemahiran 
profesionalnya dengan cermat dan seksama (due profesional care). Oleh 
karena itu, kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian 
mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan 
profesional dengan berbagai standar dan aturan relevan yang berlaku. 
 
2.3. Audit Laporan Keuangan  
(Jusup, 2001) Subyek suatu audit laporan keuangan berupa data akuntansi 
yang ada dalam buku, catatan, dan laporan keuangan dari entitas yang diaudit. 
Kebanyakan bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi auditor terdiri dari adata 
yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Asersi-asersi tentang tindakan-tindakan 
dan kejadian-kejadian ekonomi yang menjadi perhatian utama auditor seringkali 
merupakan asersi tentang transaksi-transaksi akuntansi dan kejadian akuntansi 
lainnya, serta saldo rekening yang merupakan hasil dari transaksi dan kejadian 
tersebut. Selain itu, kriteria yang ditetapkan untuk asersi akuntansi pada umumnya 
adalah kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu 
seorang akuntan pada suatu perusahaan tidak harus mengerti tentang auditing, 
tetapi seorang auditor harus memahami tentang akuntansi. Akuntansi 
menghasilkan laporan keuangan dan informasi penting lainnya, sedangkan 





nilai informasi yang dihasilkan proses akuntansi dengan cara melakukan penilaian 
secara kritis atas informasi tersebut dan selanjutnya mengkomunikasikan hasil 
penilaian kritis tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
Auditing didasarkan pada asumsi bahwa data laporan keuangan bisa 
diverifikasi. Data dikatakan bisa diverifikasi apabila dua orang berkualifikasi 
tertentu atau lebih, melakukan pemeriksaan secara independen satu dengan 
lainnya, diperoleh kesimpulan yang sama dari data yang diperiksanya. Masalah 
bisa tidaknya data diverifikasi terutama berkaitan dengan ketersediaan yang 
memiliki keabsahan sesuai dengan audit yang dilakukan. 
Dalam beberapa disiplin, data dikatakan bisa diperiksa apabila pemeriksa 
bisa membuktikan tanpa keraguan bahwa data benar atau salah. Hal seperti itu 
tidak berlaku dalam akuntansi dan auditing. Auditor hanya membutuhkan dasar 
yang memadai untuk menyatakan suatu pendapat tentang kewajaran laporan 
keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor mengumpulkan bukti untuk 
menentukan validitas dan ketepatan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi 
dan saldo-saldo. Dalam konteks ini, validitas berarti otentik, benar, baik, atau 
berdasar, dan ketepatan berarti sesuai dengan aturan akutansi yang telah 










2.3.1 Tujuan Audit Laporan Keuangan 
Tujuan Audit laporan keuangan dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 
2.3.1.1. Tujuan Umum 
Tujuan audit secara umum adalah untuk menyatakan pendapat apakah 
laporan keuangan klien telah menyatakan secara wajar, dalam semua hal yang 
material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, hal yang biasanya dilakukan dalam audit adalah mengidentifikasi 
sejumlah tujuan khusus audit bagi setiap akun yang dilaporkan dalam laporan 
keuangan. 
2.3.1.2. Tujuan Khusus 
 Tujuan audit secara khusus ini diambil dari asersi yang dibuat oleh 
manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Asersi (assertions) adalah 
pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. 
Asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan 
berdasarkan penggolongan besar berikut ini: 
a. Keberadaan atau keterjadian (existence or accurrence) 
Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah 
aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi 
yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. 
b. Asersi kelengkapan (completeness) 
Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi 






c. Asersi Hak dan Kewajiban (rights and obligation) 
Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan 
dan hutang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. 
d. Penilaian atau alokasi (valuation or allocation) 
Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen aset, 
kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan 
keuangan pada jumlah yang semestinya. 
e. Penyajian atau pengungkapan (presentation or disclosure) 
Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu 
laopran keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan 
semestinya. 
 
2.3.2 Tahap-Tahap Audit atas Laporan Keuangan 
Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan menurut Mulyadi (2002: 
121-123), dibagi menjadi empat tahap:  
1. Penerimaan perikatan audit 
2. Perencanaan Audit  
3. Pelaksanaan pengujian audit  
4. Pelaporan audit  








2.3.2.1. Penerimaan perikatan audit   
Dalam perikatan audit, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan 
keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan 
audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awal pekerjaan 
audit laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau 
menolak perikatan audit dari calon klien atau untuk melanjutkan atau 
menghentikan perikatan audit dari klien berulang. Tahap penerimaan perikatan 
audit yang dilakukan auditor menempuh suatu proses yang meliputi  evaluasi 
integritas manajemen, identifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa, 
menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menilai independensi, 
menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan 
kecermatan dan keseksamaan, serta membuat surat perikatan audit.  
2.3.2.2. Perencanaan Audit  
Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas 
perencanaan audit yang dibuat auditor. Dalam perencanaan audit, seorang auditor 
dituntut untuk memahami bisnis dan industri klien, dan memahami pengendalian 
intern klien.    
2.3.2.3. Pelaksanaan Pengujian Audit  
Tahap pelaksanaan pengujian audit ini juga disebut dengan pekerjaan 
lapangan. Tujuan utama pelaksanaan pengujian audit adalah untuk memperoleh 
bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan kewajaran laporan 
keuangan klien. Dalam tahap ini, langkah awal yang dilakukan auditor adalah 





intern klien dan menilai kewajaran laporan keuangan klien. Setelah program audit 
selesai dilaksanakan, auditor melakukan evaluasi dan menilai hasil dari 
pelaksanaan program audit tersebut yang dituangkan dalam kertas kerja.  
 
2.3.2.4. Pelaporan Audit  
Dalam tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pelaporan 
audit, terdapat dua tahap penting : (1) Menyelesaikan audit dengan meringkas 
semua hasil pengujian dan menarik simpulan, (2) menerbitkan laporan audit. Dari 
hasil tahap pelaksanaan pengujian audit yang berupa kertas kerja tersebut, auditor 
menarik simpulan secara menyeluruh dan memberikan pendapat atas kewajaran 
laporan keuangan auditan. Proses ini sangat subyektif sifatnya, yang sangat 
tergantung pada pertimbangan profesional auditor.  
 
2.4. Perencanaan Audit Laporan Keuangan 
Dalam pelaksanaan proses audit, audit dibagi menjadi empat tahapan 
kegiatan penting. Salah satu tahapan kegiatan penting dalam audit laporan 
keuangan adalah perencanaan. Perencanaan meliputi pengembangan strategi 
menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Auditor harus 
merencanakan audit dengan sikap skeptis profesional tentang berbagai hal seperti 
integritas manajemen, kekeliruan dan ketidakberesan, dan tindakan melawan 
hukum (Jusup, 2001). Oleh karena itu, dalam perencanaan audit diperlukan 





akan dilakukan, waktu, luas, tempat, tujuan, personal, dan sifat dari audit yang 
dilakukan.  
Perencanaan audit adalah suatu tahapan yang terperinci, yang menyangkut 
prosedur dan rencana auditor yang akan digunakan dalam pelaksanaan suatu audit. 
Dalam mengaudit laporan keuangan, auditor harus benar-benar merencanakan 
audit agar audit berjalan efektif dan efisien. Perencanaan audit yang memadai, 
tercantum dalam standar pekerjaan lapangan pertama pada standar auditing seksi 
311 tentang perencanaan dan supervisi, yang mengharuskan bahwa “Pekerjaan 
harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus 
disupervisi dengan  semestinya.”  
Supervisi mencakup pengarahan asisten yang tergabung dalam tim audit 
yang berhubungan dengan pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan 
tersebut telah tercapai (Jusup, 2001). 
Menurut SA seksi 311 paragraf 3, dalam perencanaan audit, auditor harus 
mempertimbangkan antara lain :  
a. Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi 
tempat usaha entitas tersebut.  
b. Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. 
c. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi 
akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar 
untuk mengelola informasi akuntansi pokok perusahaan. 
d. Tingkat resiko pengendalian yang direncanakan 





f. Pos laporan keungan yang mungkin memerlukan penyesuaian 
(adjustment). 
g. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian 
audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya 
transaksi antarpihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 
 
2.5. Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan 
Setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari 
kliennya, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah merencanakan audit.  
Untuk membantu dalam membantu mempelajari perencanaan audit 
laporan keuangan, maka penulis mengambil beberapa tahap-tahap perencanaan 
dari beberapa sumber. Dari perbandingan beberapa sumber tersebut, diharapkan 
dapat saling melengkapi, karena ada tahap-tahap perencanaan audit laporan 
keuangan yang tidak dijelaskan secara terperinci antara buku yang satu dengan 
buku yang yang lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan 
tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan menurut Mulyadi (2002),  
Boynton et al (2003), dan menurut IAI (2001) yang ditetapkan dalam Standar 










2.5.1. Tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan (Mulyadi, 2002) 
1. Memahami bisnis dan industri klien 
2. Melaksanakan prosedur analitik 
3. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal. 
4. Mempertimbangkan risiko bawaan. 
5. Memahami pengendalian intern klien. 
6. Mempertimbangkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap saldo 
awal, jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama. 
7. Memahami pengendalian intern klien. 
 
 
2.5.2. Tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan (Boynton et al, 
2003) 
1. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. 
2. Melaksanakan prosedur analitik 
3. Membuat pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. 
4. Mempertimbangkan risiko audit. 
5. Mengembangkan strategi audit awal untuk asersi siginifikan. 









2.5.3. Tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan menurut Standar 
Auditing (IAI, 2001) 
1. Memperoleh informasi mengenai masalah yang berkaitan dengan 
bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut. 
(SA seksi 318) 
2. Memperoleh informasi mengenai kebijakan dan prosedur akuntansi 
entitas tersebut. (SA seksi 318) 
3. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah 
informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi 
jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. 
(SA seksi 311 & SA seksi 324) 
4. Melaksanakan prosedur analitik. (SA seksi 329) 
5. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. (SA 
seksi 312) 
6. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubah 
pengujian audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang 
material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa. (SA seksi 316, SA seksi 319) 
7. Memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. 
(SA seksi 319) 
8. Menetapkan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. (SA seksi 
312, SA seksi 319) 





10. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian atau 
adjustment. (SA seksi 311) 
11. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan (sebagai 
contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, 
laporan keuangan yang akan diserahkan ke Bapepam, laporan khusus 
untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian). 
(SA seksi 311) 
 
Setelah membandingkan tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan 
yang dirumuskan oleh Mulyadi (2002), Boynton et al (2003) dan IAI (2001), 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tahap-tahap perencanaan 
audit laporan keuangan yang dirumuskan mereka adalah sama. Dalam penelitian 
ini, penulis akan menggunakan tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan 
Standar Auditing yang ditetapkan oleh IAI dalam SPAP, karena penulis 
melakukan penelitian di Indonesia, maka penulis harus mengikuti ketetapan yang 
berlaku di Indonesia yaitu : 
1. Memperoleh informasi mengenai masalah yang berkaitan dengan 
bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut. 
(SA seksi 318) 
2. Memperoleh informasi mengenai kebijakan dan prosedur akuntansi 
entitas tersebut. (SA seksi 318) 
3. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah 





jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. 
(SA seksi 311 & SA seksi 324) 
4. Melaksanakan prosedur analitik. (SA seksi 329) 
5. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. (SA 
seksi 312) 
6. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubah 
pengujian audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang 
material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa. (SA seksi 316, SA seksi 319) 
7. Memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. 
(SA seksi 319) 
8. Menetapkan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. (SA seksi 
312, SA seksi 319) 
9. Membuat kertas kerja (SA seksi 339) 
10. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian atau 
adjustment. (SA seksi 311) 
11. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan (sebagai 
contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, 
laporan keuangan yang akan diserahkan ke Bapepam, laporan khusus 
untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian). 
(SA seksi 311) 





3.1. Obyek Penelitian 
Penelitian dilakukan di KAP Joachim Sulistyo & Rekan yang terletak di 
Gedung Graha Mandiri Lantai 24, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat,  
10310. Peneliti mengambil KAP Joachim Sulistyo & Rekan sebagai obyek 
penelitian karena KAP ini tergolong masih muda dibandingkan dengan KAP lain 
yang lebih sudah berpengalaman cukup lama. Peneliti mengharapkan hasil 
penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pada 
KAP Joachim Sulistyo & rekan. 
 
3.2. Data Yang Digunakan 
Data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer berupa wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data 
yang tersedia di KAP Joachim Sulistyo & Rekan dan dapat digunakan secara 
langsung maupun tidak langsung dalam analisis data. Data sekunder yang 
dimaksud dapat berupa dokumentasi perencanaan audit laporan keuangan yang 
terangkum dalam Kertas Kerja Pemeriksaan, Sistem Pengendalian Mutu KAP 
Joachim Sulistyo & rekan, dan pedoman umum audit laporan keuangan (Audit 








3.3. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara, yaitu melalui tanya jawab dengan pihak yang bertanggung 
jawab terhadap perencanaan audit laporan keuangan KAP Joachim 
Sulistyo & Rekan. 
b. Dokumentasi, yaitu dengan memeriksa secara teliti dan mendalam atas 
dokumen dan catatan yang berhubungan dengan perencanaan audit 
laporan keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan. 
 
 
3.4. Analisis Data 
Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah berikut ini : 
1. Memperoleh pemahaman mengenai perencanaan audit laporan 
keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan, selanjutnya, pemahaman 
tersebut didokumentasikan. 
2. Menguji kesesuaian perencanaan audit laporan keuangan KAP 
Joachim Sulistyo & Rekan dengan cara : 
a. Membandingkan antara desain perencanaan audit laporan keuangan 
KAP Joachim Sulistyo & Rekan dengan perencanaan audit laporan 
keuangan menurut SPAP. 
b. Apabila desain sesuai, langkah selanjutnya membandingkan antara 
desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Joachim Sulistyo 





c. Apabila desain tidak sesuai, maka langkah selanjutnya 
membandingkan antara perencanaan audit laporan keuangan 
menurut SPAP dengan operasional perencanaan audit laporan 
keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan. 
 
BAB IV 
DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Data 
4.1.1. Profil Singkat KAP Joachim Sulistyo & Rekan 
KAP Joachim Sulistyo & Rekan terletak di Plaza Bumi Daya, Lantai 24, 
Jl. Imam Bonjol No 61, Jakarta Pusat ini berdiri sejak tanggal  26 Agustus 2005. 
KAP Joachim Sulistyo & Rekan didirikan oleh sekelompok orang 
professional yang telah memiliki pengalaman pada kantor akuntan lain sebelum 
bergabung di KAP Joachim Sulistyo & Rekan dalam melaksanakan penugasan 
audit dan memberikan jasa konsultasi pada berbagai perusahaan baik Swasta 
maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Untuk melaksanakan aktivitas praktik dalam memberikan jasanya 
diperoleh dengan Surat Izin Kantor Akuntan Publik yang telah dikeluarkan oleh 
Direktur Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) dalam hal ini 
bertindak atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
Agar dapat memberikan jasanya secara maksimal sesuai dengan 
perkembangan mutakhir KAP Joachim Sulistyo & Rekan menjadi member pada 
The Leading Edge Alliance (LEA) yang berkedudukan di Illionis, Amerika 
Serikat (USA) dan saat ini memiliki jaringan pada hampir 90 negara. 
Jumlah klien Joachim Sulistyo & Rekan untuk periode yang berakhir 31 
Desember 2008 sebanyak 53 klien. Dari 53 klien tersebut 18 diantaranya 





4.1.2. Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Joachim Sulistyo & 
Rekan 
Perencanaan audit laporan keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan 
tercantum pada dua dokumen permanen, yaitu : Audit Manual (buku 1, bab 4, 
seksi 1 dan 2) KAP Joachim Sulistyo & Rekan dan buku Sistem Pengendalian 
Mutu (SPM) KAP Joachim Sulistyo & Rekan (halaman 3-9) 
Audit Manual merupakan pedoman yang mengacu pada ISA (International 
Standard on Auditing), yang mengharuskan auditor untuk merencanakan 
pekerjaan Audit, sehingga audit dapat dilaksanakan secara efektif.  
(Lihat Lampiran B, Audit Manual mengenai perencanaan audit laporan keuangan 
KAP Joachim Sulistyo & Rekan) 
Sedangkan desain perencanaan audit laporan keuangan Joachim Sulistyo 
& Rekan terdapat buku Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Joachim Sulistyo & 
Rekan yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu :  
1. Prosedur Penerimaan Penugasan 
 Menerima surat permintaan penawaran jasa audit dari calon klien 
 Atas surat permintaan penawaran tersebut, KAP akan mengirimkan 
surat jawaban yang intinya berisi kesanggupan untuk melaksanakan 
dan permohonan untuk melakukan survey pendahuluan sebagai dasar 
penyusunan proposal penawaran jasa audit 
 Apabila calon klien tidak mengijinkan KAP untuk melakukan survey 





 Apabila calon klien mengijinkan KAP melakukan survey 
pendahuluan maka KAP akan mengirimkan personil untuk 
melakukan survey pendahuluan. Hasil survey pendahuluan ini 
kemudian dilaporkan kepada partner atau manajemen 
 Setelah survey pendahuluan dilakukan maka KAP segera menyusun 
proposal penawaran jasa audit berdasarkan pada lingkup pekerjaan 
yang diperoleh dari survey pendahuluan 
 Proposal tersebut kemudian dikirimkan kepada calon klien untuk 
dipelajari dan dinegosiasikan 
 Apabila terjadi kesepakatan harga maka langkah berikutnya adalah 
menyusun perjanjian kerja (SPK) 
 Perjanjian kerja (SPK) yang telah selesai dibuat kemudian 
dikirimkan kepada klien untuk ditandatangani dan dikirimkan 
kembali oleh klien kepada KAP 
 
2. Prosedur Menjaga Independensi 
 Menetapkan anggota tim audit yang akan ditugasi untuk melakukan 
audit laporan keuangan klien 
 Mengidentifikasi apakah ada diantara personil yang dipilih menjadi 
anggota tim audit memiliki hubungan keluarga atau sejenisnya 





 Apabila ada maka yang bersangkutan dikeluarkan dari tim audit dan 
digantikan oleh personil lain yang tidak mempunyai benturan 
kepentingan dengan klien 
 Semua personil yang terlibat dalam pelaksanaan audit diwajibkan 
membuat surat pernyataan independensi yang ditandatangani oleh 
personil tersebut dan signing partner 
 Supervisor, manajer, dan partner melakukan monitoring lapangan 
agar masing-masing personil tetap menjaga sikap independen 
mereka terhadap klien 
 
3. Prosedur Perencanaan Audit 
 Mempelajari syarat penugasan yang tertuang dalam SPK 
 Mempelajari pending matters atau permasalahan tahun lalu yang 
ditemukan dan belum ditindaklanjuti 
 Mempelajari dan memahami sistem dan pengendalian akuntansi 
 Menetapkan risiko audit 
 Menetapkan tingkat materialitas yang relevan terhadap kondisi klien 
 Menetapkan teknik sampling yang akan digunakan dalam pengujian 
substantif atas bukti-bukti pendukung transaksi keuangan yang 
dilakukan oleh klien 
 Mempelajari dan memahami teknologi informasi yang digunakan 






 Menyiapkan internal control questionnaires 
 Menyiapkan program audit agar dilaksanakan oleh auditor di 
lapangan 
(Lihat lampiran C, Sistem Pengendalian Mutu KAP Joachim Sulistyo & 
Rekan yang berisi desain perencaan disertai gambar) 
 
 
4.1.3. Dokumentasi KAP Joachim Sulistyo & Rekan 
KAP Joachim Sulistyo & Rekan wajib untuk mempersiapkan, 
mengumpulkan, dan mendokumentasikan bukti dan kertas kerja untuk 
mendukung laporan auditnya. Kertas kerja tersebut dibagi menjadi : 
A. Permanent File 
Merupakan kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa 
tahun. Misalnya : Akte pendirian, buku pedoman akuntansi 
perusahaan (accounting manual), notulen rapat. 
B. Current File 
Merupakan kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun 
berjalan. Misalnya : Neraca saldo atau Trial Balance, berita acara 
kas opname, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, 
rincian utang, rincian biaya. 
C. Correspondence File 
Merupakan kertas kerja yang berasal dari hasil korespondensi 





4.2. Pengujian  
4.2.1. Memperoleh Pemahaman Mengenai Perencanaan Audit Laporan 
Keuangan Pada KAP Joachim Sulistyo & Rekan 
Setelah penulis melakukan wawancara dan pengamatan dokumen yang 
berhubungan dengan perencanaan audit pada KAP Joachim Sulistyo & Rekan. 
Pada sebagian besar klien, yang terjadi adalah pihak KAP Joachim Sulistyo 
mendapatkan permintaan oleh calon klien. Setelah mendapatkan permintaan, 
pihak KAP Joachim Sulistyo & Rekan akan menyusun rencana survey 
pendahuluan. Rencana tersebut berisi tentang kapan survey tersebut dilakukan, 
dan oleh siapa saja survey tersebut dilakukan. Survey pendahuluan merupakan 
bagian penting sebelum terjadinya perikatan. Dalam survey pendahuluan tersebut, 
KAP Joachim Sulistyo & Rekan diharapkan mendapatkan informasi yang lengkap 
dan benar. Informasi tersebut sangat penting karena akan menentukan besarnya 
biaya, waktu audit, dan kesanggupan dari KAP Joachim Sulistyo & rekan itu 
sendiri dalam menyetujui permintaan yang diajukan oleh pihak calon klien. 
Setelah rencana survey pendahuluan disusun, pihak KAP Joachim Sulistyo 
& Rekan menghubungi pihak perusahaan calon klien yang telah melakukan 
permintaan untuk melakukan kesepakatan mengenai waktu, biaya,  dan siapa saja 
yang akan melakukan survey pendahuluan. Setelah kesepakatan dibentuk, KAP 
Joachim Sulistyo & Rekan akan menugaskan satu atau lebih auditor untuk 
melakukan survey pendahuluan.  
Setelah survey pendahuluan dilakukan, auditor yang ditugaskan akan 





tersebut. Informasi tersebut diantaranya dapat berisi tentang nama perusahaan, 
susunan pengurus perusahaan, kepemilikan, permodalan, laporan keuangan 
perusahaan tahun sebelumnya, dan lain-lain. 
Berdasarkan informasi dari hasil survey pendahuluan tersebut, KAP 
Joachim Sulistyo & Rekan memperkirakan besarnya biaya audit dan jangka waktu 
audit. Setelah itu biaya dan jangka waktu didiskusikan kembali kepada calon 
klien. Jika terjadi kesepakatan dan perikatan, maka kesepakatan dan perikatan 
tersebut akan dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). 
Seperti yang telah tertuang dalam Sistem Pengendalian Mutu KAP 
Joachim Sulistyo & Rekan, KAP Joachim Sulistyo & Rekan berhak untuk tidak 
menyutujui permintaan dari calon klien jika :  
 Risiko yang dihadapi lebih tinggi daripada fee audit yang akan 
diperjanjikan 
 Partner memiliki hubungan keluarga dengan klien 
 Klien tersangkut masalah hukum. 
 KAP tidak diijinkan oleh klien untuk melakukan survey pendahuluan. 
Pada beberapa klien tertentu, terutama pada klien BUMN, sesuai dengan 
Keputusan Pemerintah no 80 tahun 2003 pasal 3, pengadaan jasa audit dilakukan 
melalui persaingan antara calon penyedia jasa audit. Sehingga survey 
pendahuluan dilakukan dengan cara yang berbeda, sesuai dengan aturan 






4.2.2. Menguji Kesesuaian Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP 
Joachim Sulistyo & Rekan 
Pengujian kesesuaian perencanaan audit laporan keuangan KAP Joachim 
Sulistyo & Rekan dilakukan dengan cara : 
a. Membandingkan antara desain perencanaan audit laporan keuangan KAP 
Joachim Sulistyo & Rekan dengan perencanaan audit laporan keuangan 
menurut SPAP. 
b. Apabila desain sesuai, langkah selanjutnya membandingkan antara desain 
perencanaan audit laporan keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan 
dengan operasional perencanaan audit laporan keuangan KAP Joachim 
Sulistyo & Rekan. 
c. Apabila desain tidak sesuai, maka langkah selanjutnya membandingkan 
antara perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP dengan 
operasional perencanaan audit laporan keuangan KAP Joachim Sulistyo & 
Rekan. 
 
4.2.2.1 Membandingkan Antara Desain Perencanaan Audit Laporan 
Keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan dengan Perencanaan 
Audit Laporan Keuangan menurut SPAP 
Untuk mengetahui apakah desain perencanaan audit laporan keuangan 
KAP Joachim Sulistyo & Rekan sudah sesuai dengan SPAP, maka cara yang 
dilakukan adalah dengan membandingkan antara perencanaan audit laporan 





keuangan menurut SPAP. Oleh penulis desain yang dimaksud adalah desain yang 
terdapat dalam buku Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Joachim Sulistyo & 
Rekan. Buku SPM yang dimiliki oleh KAP Joachim Sulistyo & Rekan merupakan 
panduan formal yang digunakan untuk menilai kinerja KAP Joachim Sulistyo & 
Rekan. 
Berikut ini diuraikan perbandingan antara perencanaan audit laporan 
keuangan yang terdapat dalam buku SPM Joachim Sulistyo & Rekan dengan 
perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP :  
(Lihat tabel 4.1. Tabel Perbandingan Desain Perencanaan Audit Laporan 
Keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan dengan Perencanaan Audit Laporan 













Desain Perencanaan Audit Laporan 
Keuangan KAP Joachim Sulistyo & 
Rekan (yang terdapat dalam buku 
SPM)
Keterangan
1. Memperoleh informasi mengenai masalah yang berkaitan dengan 
bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut. 
(SA seksi 318) √
2. Memperoleh informasi mengenai kebijakan dan prosedur akuntansi 
entitas tersebut. (SA seksi 318) √
3. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah 
informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi 
jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. 
(SA seksi 311 & SA seksi 324)
√
4. Melaksanakan prosedur analitik. (SA seksi 329) √
5. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. (SA 
seksi 312) √
6. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubah pengujian 
audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau 
adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa. (SA seksi 316, SA seksi 319) √
Tabel 4.1 
Perbandingan Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan
degan Perencanaan Audit Laporan Keuangan Menurut SPAP
Perencanaan Audit Laporan Keuangan Menurut Standar Auditing (yang 
terdapat dalam SPAP)
Desain Perencanaan Audit Laporan 
Keuangan KAP Joachim Sulistyo & 
Rekan (yang terdapat dalam buku 
SPM)
Keterangan
7. Memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern 
klien. (SA seksi 319) √
8. Menetapkan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. (SA seksi 
312, SA seksi 319) √
9. Membuat kertas kerja (SA seksi 339) √
10. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian atau 
adjustment. (SA seksi 311) √
11. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan (sebagai contoh, 
laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan 
keuangan yang akan diserahkan ke Bapepam, laporan khusus untuk 




√ Tahapan Perencanaan audit ada dalam desain perencanaan audit laporan keuangan Joachim Sulistyo & Rekan
X Tahapan perencanaan audit tidak ada dalam desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan
Tabel 4.1 
Perbandingan Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan
degan Perencanaan Audit Laporan Keuangan Menurut SPAP






 Setelah membandingkan antara desain perencanaan audit laporan 
keuangan Joachim Sulistyo & Rekan dengan perencanaan audit laporan keuangan 
menurut SPAP, dapat diketahui bahwa desain perencanaan audit laporan 
keuangan Joachim Sulistyo & Rekan sudah sesuai dengan perencanaan audit 
laporan keuangan menurut SPAP.  
 
4.2.2.2 Membandingkan Antara Desain Perencanaan Audit Laporan 
Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan dengan Operasional 
Perencanaan Audit Laporan Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan 
Dikarenakan desain perencanaan audit laporan keuangan Joachim Sulistyo 
& Rekan sudah sesuai dengan perencanaan audit laporan keuangan menurut 
SPAP, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan antara  operasional 
perencanaan audit laporan keuangan Joachim Sulistyo & rekan dengan desain 
perencanaan laporan keuangan Joachim Sulityo & Rekan. Hal ini dimaksudkan 
untuk menilai apakah operasional perencanaan audit laporan keuangan Joachim 
Sulistyo & Rekan sudah sesuai dengan desain perencanaan audit laporan 
keuangan Joachim Sulistyo & Rekan. Meskipun desain perencanaan audit laporan 
keuangan Joachim Sulistyo & Rekan sudah sesuai dengan SPAP, bukan berarti 
operasional perencanaan audit laporan keuangan Joachim Sulistyo & Rekan juga 
sesuai dengan dengan desain perencanaan audit laporan keuangan Joachim 
Sulistyo & Rekan. Berikut ini diuraikan perbandingan antara desain perencanaan 
audit laporan keuangan Joachim Sulistyo & Rekan dengan operasional 





(Lihat tabel 4.2. Tabel perbandingan desain perencanaan laporan keuangan 
Joachim Sulistyo & Rekan dengan operasional perencanaan audit laporan 




















Audit Laporan Keuangan 
Joachim Sulistyo & Rekan
1. Menerima surat permintaan 
penawaran jasa audit dari calon klien
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
Permintaan audit dari klien dapat melalui 
surat permintaan audit, melalui 
telephone, email, dan media komunikasi 
lainnya.
2. Membuat dan Mengirimkan Jawaban 
atas surat permintaan atau 
penawaran tersebut
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
Pihak KAP Joachim Sulistyo & Rekan 
membalas permintaan audit dari klien. 
Surat tersebut berisi tentang kesediaan 
atas permintaan tersebut. Jika bersedia, 
maka KAP Joachim Sulistyo sekaligus akan 
meminta kesediaan klien untuk dilakukan 
survey pendahuluan.
3. Melakukan survey pendahuluan
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
Didokumentasikan dalam berita acara 
survey pendahuluan, yang berisi tentang 
pihak-pihak yang terkait, disertai hasil 
survey pendahuluan.
Tabel 4.2.
Hasil Pengujian Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan
dengan Operasional Perencanaan Audit Laporan Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan
PROSEDUR PENERIMAAN PENUGASAN
Prosedur yang dilakukan peneliti KeteranganDesain Perencanaan Audit Laporan 
Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan 
(yang terdapat dalam buku SPM)
Operasional Perencanaan 
Audit Laporan Keuangan 
Joachim Sulistyo & Rekan
4. Membuat dan mengirimkan proposal 
penawaran
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
Atas dasar survey pendahuluan, KAP 
Joachim Sulistyo & Rekan kemudian 
membuat proposal penawaran yang berisi 
mengenai waktu dan biaya.
5. Negosiasi harga
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
Negosiasi harga tidak selalu dilakukan 
dengan surat menyurat, tetapi juga bisa 
dilakukan dengan media lain seperti 
telephone  dan email. Dokumentasi atas 
negosiasi harga mencatat mengenai hasil 
akhir dari negosiasi.
6. Membuat dan mengirimkan SPK
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen




Wawancara dan pengamatan 
dokumen
SPK yang diajukan oleh KAP Joachim 
Sulistyo & Rekan belum tentu 
mendapatkan persetujuan langsung dari 
pihak klien. Beberapa hal sering 




Wawancara dan pengamatan 
dokumen
Jika sudah disepakati, SPK kemudian 
ditandatangi oleh kedua belah pihak (klien 
dan KAP Joachim Sulistyo & Rekan). SPK 
berisi mengenai hak dan kewajiban kedua 
belah pihak.
Tabel 4.2.
Hasil Pengujian Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan
dengan Operasional Perencanaan Audit Laporan Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan
Desain Perencanaan Audit Laporan 
Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan 
(yang terdapat dalam buku SPM)
Prosedur yang dilakukan peneliti Keterangan
(Lanjutan)
Operasional Perencanaan 
Audit Laporan Keuangan 
Joachim Sulistyo & Rekan
9. Staffing  Audit
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
Staffing  ditentukan berdasarkan 
pengalaman kerja, ukuran dan 
kompleksitas entitas, seta kemampuan 
untuk dapat bekerjasama antara staf yang 
satu dengan yang lain.
10. Identifikasi Keterkaitan Personel 
dengan klien
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
Untuk menghindari conflict of interest , 
dilakukan identifikasi terhadap personel 
yang akan ditugaskan agar tidak 
mempengaruhi independensi. Misalnya : 
Personel memiliki hubungan keluarga 
dengan pihak perusahaan yang diaudit, 
dan sebagainya.
11. Membuat Surat Pernyataan 
Independensi
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
Surat pernyataan independensi dibuat 
untuk menekankan dan menguatkan 
keyakinan kepada klien sebagai bukti 




Wawancara dan pengamatan 
dokumen
Pengawasan dan pembinaan dilakukan 
oleh pihak manager dan supervisor.
 PROSEDUR MENJAGA INDEPENDENSI
Tabel 4.2.
Hasil Pengujian Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan
dengan Operasional Perencanaan Audit Laporan Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan
(Lanjutan)
Desain Perencanaan Audit Laporan 
Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan 
(yang terdapat dalam buku SPM)
Prosedur yang dilakukan peneliti Keterangan
Operasional Perencanaan 
Audit Laporan Keuangan 
Joachim Sulistyo & Rekan
13. Mempelajari syarat penugasan yang 
tertuang dalam SPK
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
14. Mempelajari pending matters √ Wawancara dan pengamatan 
dokumen15. Mempelajari sistem pengendalian 
intern
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
16. Menetapkan risiko audit
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
17. Menetapkan tingkat materialitas
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
18. Menetapkan teknik sampling
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
19. Menyiapkan internal control 
questionnaire
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
Atas dasar informasi yang dihasilkan oleh 
survey pendahuluan, internal control 
questionnaire disusun dan disiapkan.
20. Menyiapkan audit program
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
Audit program disiapkan dan disusun oleh 
manager dibantu oleh supervisor.
21. Menyusun anggaran waktu dan biaya
√
Wawancara dan pengamatan 
dokumen
Atas dasar waktu, jarak, dan staffing , 
anggaran waktu dan biaya disusun.
Keterangan :
√ Tahapan Perencanaan audit ada dalam operasional perencanaan audit laporan keuangan Joachim Sulistyo & Rekan
X Tahapan perencanaan audit tidak ada dalam perencanaan audit laporan keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan
PROSEDUR PERENCANAAN AUDIT
Tabel 4.2.
Hasil Pengujian Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan
dengan Operasional Perencanaan Audit Laporan Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan
(Lanjutan)
Desain Perencanaan Audit Laporan 
Keuangan Joachim Sulistyo & Rekan 
(yang terdapat dalam buku SPM)






Berdasarkan wawancara dan dokumentasi pada KAP Joachim Sulistyo & 
Rekan, ditemukan bahwa:  
1. Desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Joachim Sulistyo & 
Rekan terdiri dari 3 bagian : 
 Prosedur penerimaan penugasan 
 Prosedur menjaga independensi 
 Prosedur perencanaan audit. 
2. Pengujian kesesuaian dilakukan dengan : 
 Membandingkan desain KAP Joachim Sulistyo & Rekan dengan 
SPAP (11 item).  
Hasil perbandingan menunjukan bahwa terdapat kesesuaian antara 
desain dengan SPAP. Pada tahap ini berarti desain perencanaan audit 
laporan keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan sudah memenuhi 
Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. 
 Membandingkan desain perencanaan audit laporan keuangan KAP 
Joachim Sulistyo & Rekan dengan operasional perencanaan audit 
laporan keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan yang terdapat pada 
53 perusahaan klien KAP Joachim Sulistyo & Rekan (tahun 2008) (21 
item). 
Hasil perbandingan menunjukan bahwa terdapat kesesuaian antara 
desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Joachim Sulistyo & 





Joachim Sulistyo & Rekan. Ini berarti KAP Joachim Sulistyo sudah 





Bahwa perencanaan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik 
Joachim Sulistyo & Rekan sudah sesuai dengan Standar Profesi Akuntan 
Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia 
 
5.2. Saran 
Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai perencanaan audit, 
sebaiknya peneliti selanjutnya tidak hanya melakukan pengujian 
kesesuaian, tetapi juga melakukan pengujian kepatuhan yang sesuai 
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 TUJUAN BAB INI 
 
  ■     Tujuan Bab ini adalah untuk memberikan pedoman praktis secara rinci atas 
topik-topik kritis yang penting untuk semua audit. 
 
    RINGKASAN 
 
Perencanaan (Seksi 2) 
 
■     Audit   harus   direncanakan    dengan   baik. Perencanaan  yang  efektif 
memusatkan audit pada aspek-aspek yang kritis dan meminimalkan biaya 
dan risiko. 
  
■      Auditor harus berusaha semaksimal mungkin menggunakan semua informasi 
yang tersedia pada tahap perencanaan. Dia harus mereview file audit tahun 
lalu dan mengadakan diskusi awal dengan klien. 
 
■   Perencanaan audit secara menyeluruh dan rincian audit program harus 
didokumentasikan. Masukan dari partner dan manager pada tahap ini 
penting. 
 
Materialitas (Seksi 3) 
 
■    Tingkat materialitas harus ditetapkan untuk semua audit, sebagai pedoman 
pemberian opini audit dan cara untuk memperbaiki efisiensi audit. 
 
■     Tingkat materialitas ditetapkan untuk laporan keuangan secara keseluruhan, 
dan juga untuk setiap audit area yang perlu. 
 
■    Dua kemungkinan penetapan materialitas tersedia dalam manual ini hanya 
sebagai pedoman saja. Berbagai alternatif pendekatan digunakan didunia 
dan setiap kantor hendaknya menggunakan judgmentnya untuk memutuskan 
mana metode yang paling tepat. 
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 Risiko (Seksi 4) 
 
 ■ Penilaian terhadap risiko mempengaruhi desain dan luas dari test audit yang 
akan dilaksanakan. 
 
 ■ Risiko dipertimbangkan baik untuk bisnis secara keseluruhan maupun untuk 
setiap area audit secara individual. 
  
 ■ Penilaian awal risiko harus dilaksanakan pada tahap perencanaan, 
mengidentifikasi risiko-risiko utama yang melekat pada bisnis. 
 
 ■ Penilaian risiko tersebut harus dimutakhirkan berdasarkan bukti-bukti yang 
diperoleh dari detail pekerjaan. 
 
 Bukti audit dan teknik audit (Seksi 5 – 6) 
 
 ■ Bukti audit harus dievaluasi kelayakan dan kecukupannya. 
 
 ■ Bukti audit diperoleh dengan satu atau kombinasi teknik audit. 
 
 Review analitis (Seksi 7) 
 
 ■ Bukti analitis harus dipertimbangkan pada tahap perencanaan, menggunakan 
ratio-ratio kunci untuk memperbaiki pemahaman auditor terhadap bisnis dan 
sebagai alat untuk memusatkan pada area audit utama. 
 
 ■ Teknik review analitis dapat digunakan sebagai test substantive, sehingga 
diperoleh biaya yang efektif. 
 
 ■ Pada akhir setiap audit, review analitis awal harus dimutakhirkan dan 
penyebab penyimpangan yang material diperhatikan dan dibandingkan 
antara bukti analitis dengan bukti audit yang lain. 
 
 Sistem akuntansi dan pengendalian (Seksi 8) 
 
 ■ Untuk setiap audit harus dilakukan penilaian apakah catatan-catatan 
akuntansi telah diselenggarakan dengan baik dan apakah sistem akuntansi 
dan lingkungan pengendalian dapat dipercaya dan efektif. 
 
 ■ Sistem akuntansi harus didokumentasikan dan pelaksanaannya harus diuji 
setiap tahun. 
 
 ■ Bila auditor memutuskan untuk menyandarkan diri pada sistem 
pengendalian yang digunakan perusahaan, ia harus menguji pelaksanaan 
sistem pengendalian tersebut. Bila sistem pengendalian tidak diuji, ia harus 
berasumsi bahwa risiko pengendalian tinggi. 
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 Pengujian substantive (Seksi 9 – 10) 
 
 ■ Tujuan pengujian substantive adalah untuk memperoleh bukti audit yang 
mendukung angka-angka dalam laporan keuangan. 
 
 ■ Unsur kunci dalam desain pengujian adalah directional testing atau 
pengujian dengan satu tujuan pada suatu saat (misal, menguji aktiva dan 
pengeluaran untuk lebih saji dan menguji pendapatan dan kewajiban untuk 
kurang saji). 
 
 ■ Bermacam-macam teknik dapat digunakan untuk melaksanakan pengujian 
substantive, termasuk meneliti dengan cermat saldo-saldo laporan keuangan 
dan transaksi-transaksi dari hal-hal yang tidak biasa dan melakukan audit 
sampling. Sampling secara statistik ataupun judgment dapat dilakukan. 
Metode statistik biasanya lebih dipercaya untuk klien yang besar. 
 
Peristiwa setelah tanggal neraca, kontinjensi, estimasi dan kelangsungan 
hidup (Seksi 11 – 12) 
 
■ Mereview area-area ini merupakan bagian penting dari proses audit. 
Laporan audit harus berdasarkan fakta-fakta yang ada pada tanggal opini 
audit ditandatangani.  
 
 Surat representasi (Seksi 13) 
 
 ■ Dalam hal tidak ada alternative bukti audit lain yang tersedia, surat 
representasi harus diperoleh bila auditor berharap menggunakan representasi 
manajemen sebagai sumber bukti audit. Namun ini tidak dapat menjadi 
pengganti bukti audit lain yang lebih kuat bila ada. 
 
 ■ Surat tersebut juga digunakan sebagai alat untuk memastikan pengakuan 
tanggungjawab manajemen atas penyajian laporan keuangan, bila 
pengakuan tersebut tidak diperoleh ditempat lain (misal dalam laporan 
keuangan atau notulen rapat direksi). 
 
 ■ Jika diperoleh representasi manajemen, harus dibandingkan dengan bukti 
audit lain yang tersedia. 
 
 Pengendalian (Seksi 14) 
 
 ■ Semua pekerjaan audit harus dikendalikan dengan baik. Pengendalian audit 
merupakan proses terus menerus. 
 
 ■ Kunci utama pengendalian adalah supervisi yang baik atas staf. Supervisi 
yang baik artinya audit dilaksanakan dengan efisien dan staf yang terlibat 
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memperoleh kemungkinan pengembangan pribadi maksimum dari setiap 
penugasan. 
 
 Review dan penyelesaian (Seksi 15) 
 
 ■ Harus disediakan waktu yang cukup untuk prosedur penyelesaian audit. 
Termasuk melengkapi area-area audit individual dan memasukkan semua 
bukti-bukti audit dan kesimpulan-kesimpulan kedalam laporan kepada 
partner dan setiap review strategi bisnis. 
 
 ■ Laporan keuangan harus direview mengenai kesesuaiannya dengan standar 
akuntansi dan peraturan-peraturan local dan direview mengenai kewajaran 
dan akurasinya. 
 
 ■ Semua pekerjaan staf audit harus direview oleh personil yang lebih senior. 
 
 Laporan audit (Seksi 16 – 18) 
 
 ■ Semua laporan audit harus mengungkapkan tanggungjawab auditor, dasar 
pemberian pendapat audit dan memberikan pernyataan pendapat secara 
jelas. 
 
 Komputerisasi (Seksi 19) 
 
 ■ Proses akuntansi yang dilaksanakan dengan komputer harus dievaluasi 
sebagai bagian dari penilaian terhadap sistem akuntansi. Jika auditor 
manyandarkan diri pada pengendalian yang dilaksanakan oleh komputer, 
maka harus dilakukan pengujian terhadap sistem komputer tersebut. 
 
 ■ Teknik Audit Berbantuan Komputer dapat digunakan untuk melaksanakan 
pengujian substantive maupun pengujian ketaatan. 
   
KAP Joachim Sulistyo & Rekan  |  Audit Manual  – 1       10/06                                                                     Halaman 




■ Berdasarkan  ISA 300, auditor diharuskan untuk merencanakan 
pekerjaan audit sehingga audit dapat dilaksanakan secara efektif. 
 
 ■ Perencanaan audit yang efektif akan : 
   
- memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam audit 
mengetahui tanggungjawabnya, dan mengetahui semua faktor-faktor 
yang mempengaruhi pekerjaannya 
 
- menetapkan tujuan penugasan 
 
- memusatkan perhatian pada area-area audit utama dan risiko-risiko 
signifikan 
 
- menetapkan cara-cara untuk mencapai tujuan 
 
- membantu pengarahan dan pengendalian audit 
 
- memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan secara efektif dan efisien 
 
- membagi tugas-tugas sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan 
pengembangan profesional setiap orang yang terlibat dalam audit 
 
- memusatkan perhatian pada area-area dimana bantuan dan jasa-jasa 
lain dapat diberikan kepada klien 
 
 ■ Perencanaan merupakan proses yang berlangsung terus menerus dimulai 
tidak lebih lambat dari enam minggu sebelum akhir tahun buku untuk 
melaksanakan prosedur-prosedur akhir tahun yang diperlukan (seperti 
menghadiri penghitungan inventory tahunan).   
 
 TUGAS-TUGAS UTAMA DALAM PROSES PERENCANAAN 
 
 Independensi dan manajemen risiko 
 
■   Sebelum audit tahun berjalan dimulai, partner yang bertugas harus 
mempertimbangkan apakah ia dapat menerima penugasan kembali 
tersebut. Partner tersebut harus memutuskan apakah perlu untuk 
melaksanakan audit tersebut dengan mempertimbangkan risiko yang 
ada.  
  
■    Secara khusus, independensi mungkin menurun dan secara komersial 
tidak diinginkan bila fee yang tertunggak dan fee untuk pekerjaan yang 
akan dilakukan merupakan jumlah yang dignifikan. Daftar pertanyaan 
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untuk penerimaan penugasan (lihat Bab 5, seksi 2, lampiran 2A) harus 
dilengkapi pada tahap ini. Daftar pertanyaan ini harus direview untuk 
memastikan bahwa kesimpulan-kesimpulan masih valid sebelum laporan 
audit ditandatangani.  
 
Pemutakhiran informasi permanen 
 
■    Bila perlu surat penugasan, informasi latar belakang dan arsip dokumen 
harus dimutakhirkan. 
 
 Hubungan dengan klien 
 
 ■ Diskusi-diskusi dengan klien merupakan hal yang penting untuk 
membangun strategi audit. Diskusi-diskusi tersebut harus dilakukan 
sebelum akhir tahun buku. Sebaiknya diadakan rapat pra audit untuk 
klien yang besar, sedangkan untuk klien kecil dapat dilakukan 
pembicaraan per telepon. Salah satu tujuan utama diskusi adalah untuk 
memungkinkan auditor memutakhirkan pemahaman bisnis klien. 
Seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis 
klien untuk memungkinkan baginya mengidentifikasi dan mengerti 
peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang mungkin memberikan 
pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. 
 
 ■ Diskusi-diskusi tersebut membantu untuk : 
 
- memperoleh informasi keuangan terakhir untuk membantu 
menetapkan tingkat materialitas dan melaksanakan pekerjaan review 
analitis pendahuluan 
- menyesuaikan jadwal waktu (termasuk penghitungan inventory dan 
kunjungan-kunjungan) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan 
- menyesuaikan skedul dan pekerjaan akuntansi yang harus dibuat 
oleh klien 
- mengetahui tindak lanjut atas masalah-masalah yang diungkap dalam 
management letter tahun lalu 
- mengidentifikasi jasa yang mungkin dapat diberikan 
- penetapan fee audit 
- mengidentifikasi area-area yang menjadi perhatian klien, 
mempelajari area-area tersebut dalam kaitannya dengan kebutuhan 
audit. 
  
 ■ Mungkin perlu untuk mengkonfirm beberapa atau semua hal diatas 
secara tertulis. Mungkin juga perlu untuk melibatkan partner dan staf 
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 Review arsip tahun lalu 
 
 ■ Arsip audit tahun lalu harus direview untuk mengetahui : 
- masalah-masalah tahun lalu yang harus dipertimbangkan dalam audit 
tahun berjalan. 
- audit area dimana waktu atau biaya dapat dihemat, pekerjaan audit 
yang tidak diperlukan, atau dengan kata lain agar efektivitas audit 
dapat ditingkatkan. 
- area risiko tahun lalu yang belum teridentifikasi   
 
 Efisiensi perencanaan 
 
 ■ Arsip audit harus menunjukkan dokumentasi perencanaan audit yang 
baik. Perencanaan dibuktikan dengan dua hal : 
- perencanaan audit menyeluruh 
- audit program 
 
 Perencanaan audit menyeluruh 
 
 ■ Tujuan perencanaan audit menyeluruh adalah untuk menjelaskan ruang 
lingkup dan pelaksanaan audit yang diharapkan. Dianjurkan untuk 
mengorganisir perencanaan audit menyeluruh dengan judul-judul utama 
sebagai berikut : 
 
- factor-faktor yang mempengaruhi strategi audit 




Hak-hal yang dimaksud pada masing-masing judul diatas dapat dilihat 
pada Lampiran 2A seksi ini. 
  
 ■ Perencanaan audit menyeluruh dibuat oleh manager, meskipun sebagian  
atau keseluruhannya dapat didelegasikan kepada senior. Perencanaan 
tersebut harus disetujui oleh partner. Partner mungkin terlibat dalam 
pembuatan perencanaan, khususnya pada area materialitas, risiko dan 
besaran sample. Perencanaan tersebut harus diselesaikan dan disetujui 
sebelum audit program dibuat. 
 
 Audit program 
 
 ■ Audit program dibuat pada tahap perencanaan. Dalam audit program ini 
ditentukan sifat, saat dan luas prosedur-prosedur audit yang 
direncanakan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh rencana 
audit. Audit program disajikan dalam bentuk satu set instruksi-instruksi 
kepada anggota tim audit dan sebagai alat untuk mengawasi dan 
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mencatat pelaksanaan pekerjaan audit. Senior mempunyai 
tanggungjawab untuk membuat draft audit program secara detail. 
Meskipun demikian, manager harus selalu mereview program tersebut, 
dan ikut serta dalam pembuatan program pada bagian yang mencakup 
area-area yang kritis. Luasnya peranan manager juga tergantung pada 
pengalaman senior sebelumnya dan pemahaman terhadap klien. Bagian-
bagian audit program yang berkaitan dengan area audit utama juga harus 
mendapat persetujuan partner. 
 
 ■ Dalam pembuatan audit program harus mempertimbangkan secara 
khusus risiko bawaan dan risiko pengendalian serta dan tingkat 
keyakinan yang diperlukan yang diperoleh melalui prosedur substantive. 
 
 ■ Program-program standar dalam Bagian 2 manual ini, memberikan 
contoh-contoh pengujian yang biasa digunakan. Namun, program-
program tersebut harus diedit atau ditambah bilamana perlu. 
Melulu menggunakan program tersebut tanpa diedit berarti tidak 
membuat perencanaan yang cukup; hal ini dapat menyebabkan kantor 
menghadapi risiko adanya area audit yang tidak dicover secara detail, 
dan kemungkinan adanya pengujian-pengujian yang tidak diperlukan 
yang berarti audit tidak dilaksanakan dengan efisiensi maksimum. 
 
 ■ Perencanaan audit menyeluruh dan audit program harus selalu 
disesuaikan selama pelaksanaan audit bila diperlukan. Perencanaan 
berlangsung terus menerus selama penugasan, karena adanya perubahan-
perubahan kondisi atau hasil-hasil prosedur audit yang tidak diharapkan. 
Senior bertanggungjawab untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan; 
perubahan-perubahan yang akan dilakukan harus didiskusikan dengan 
manager, dan bila penting dengan partner. 
       
 Pengarahan kepada anggota tim 
 
 ■ Pengarahan kepada staf adalah penting agar mereka dapat melaksanakan 
pekerjaan secara efektif dan agar mereka memperoleh manfaat 
maksimum dalam pengembangan profesinya dari pekerjaan mereka. 
Partner harus yakin bahwa semua staf yang ditugaskan dalam tim audit 
memperoleh pemahaman yang cukup tentang penugasan dan bisnis 
klien, sehingga memungkinkan mereka melaksanakan pekerjaan audit 
yang didelegasikan kepada mereka. Pengarahan mencakup : 
- penjelasan mengenai tanggungjawab 
- mengkomunikasikan semua informasi yang relevan, termasuk latar 
belakang klien, masalah-masalah audit dan akuntansi yang utama 
dan informasi lain yang relevan 
- meyakinkan semua anggota tim memahami tujuan audit menyeluruh. 
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 ■ Menjelaskan perencanaan audit menyeluruh dan audit program 
merupakan unsur utama pengarahan yang baik. Sebagai tambahan, 
rapat-rapat sebelum audit seringkali diperlukan untuk menekankan 
pertimbangan-pertimbangan utama dan memecahkan persoalan-
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LAMPIRAN 2A - 1 
RENCANA AUDIT MENYELURUH 
 
1. FAKTOR - FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI STRATEGI AUDIT 
 
A. SYARAT-SYARAT PERJANJIAN 
 
- Ringkasan  syarat-syarat perjanjian dan 
tanggungjawab hukum 
 
- Sifat  dan   saat   pelaporan  atau 
komunikasi lain berdasarkan perjanjian 
 




Detil industri atau sektor usaha klien 
termasuk perubahan-perubahan penting 
dalam industri yang mempengaruhi 
perusahaan (untuk banyak klien, 
pertimbangan dilakukan dengan 
mengadakan diskusi kondisi industri dengan 
ahli ekonomi atau badan-badan pengatur 





Perubahan-perubahan dan trend usaha : 
 
 lokasi, kegiatan/produk baru 
 perubahan direksi/manajemen senior 
atau personel yang kompeten 
 masalah-masalah hukum, kinerja 
keuangan, trend dan perubahan-
perubahan yang lain 
 
Sistem akuntansi dan pengendalian 
 
Ringkasan sistem akuntansi dan 
pengendalian klien dan perubahan-
perubahan dalam sistem/laporan review dari 
SPI / perubahan kebijakan akuntansi / 
pengaruh   perubahan   kebijakan  akuntansi 
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LAMPIRAN 2A - 2 
atau ketentuan dari badan pengatur terhadap 
perusahaan. 
 
C. REVIEW ANALITIS PENDAHULUAN 
 
Perlu dilakukan analisis terhadap angka-
angka utama dan ratio-ratio usaha 





Ringkasan risiko keseluruhan yang dihadapi 
klien dan bagaimana pengaruhnya terhadap 
audit area individual, dan risiko-risiko utama 
dalam audit area individual. 
 
E. SUMBER-SUMBER YANG DAPAT 
DIPERCAYA 
 
Pekerjaan akuntansi yang dilakukan klien, 
peranan bagian internal audit, pekerjaan 
tenaga ahli atau spesialis, pernyataan 
manajemen. 
 




Detail materialitas yang dipilih dan alasan 
memilihnya. 
 
B. AUDIT AREA UTAMA 
 
Ini mencakup : 
 area-area yang banyak persyaratan 
materialitas 
 area-area yang mungkin terjadi salah 
saji material ataupun kecurangan 
(termasuk pengalaman dari periode 
sebelumnya) 
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LAMPIRAN 2A - 3 
 kondisi-kondisi yang memerlukan 
perhatian khusus, seperti adanya 
hubungan   istimewa   atau   transaksi - 
transaksi direksi dan transaksi 
pinjaman 
 apakah penggunaan going concern 
basis masih layak 
 problem-problem yang telah 




Berdasarkan pemahaman terhadap sistem 
akuntansi dan pengendalian intern yang 
telah diperoleh, apakah akan digunakan 
pengujian substantive  menyeluruh ataukah 
menggunakan pengujian ketaatan 
(compliance test). 
 
D. TEKNIK SAMPLING 
 
Teknik sampling yang akan dilakukan 
 
E. REVIEW ANALITIS 
 
Tingkat kepercayaan terhadap review analitis 
 
F.   TEKNOLOGI INFORMASI 
 
Pengaruh teknologi informasi terhadap audit 
 Pertimbangan-pertimbangan klien 
 Pertimbangan lain 
- penggunaan spesialis 
- penggunaan program-program 
komputer dan checklist 
  
G. AUDIT DAN AKUNTANSI 
 
Detil pekerjaan akuntansi yang harus 
disiapkan klien dan yang disiapkan auditor, 
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LAMPIRAN 2A - 4 
H. PERPAJAKAN 
 
Aspek-aspek perpajakan yang akan 
berpengaruh terhadap audit 
 
I. URUTAN PEKERJAAN 
 
Urutan pekerjaan-pekerjaan yang akan 
dilakukan. Harus dapat menunjukkan 
bagaimana bukti audit maksimum dapat 
diperoleh dan sekaligus meminimalkan 






Bagian ini berisi : 
 
 Batas waktu penyampaian laporan 
 Batas waktu yang diperlukan klien 
 Ketersediaan catatan-catatan akuntansi 
 Prosedur-prosedur akhir tahun 





Bagian ini berisi : 
 
 Identitas dan ketersediaan staf 
 Tanggungjawab staf 
 Kebutuhan staf spesialis atau tenaga ahli 
non auditor 
 Jasa lain yang diperlukan 
 Kebutuhan auditor lain 
 Contact person di klien 
 Jam kerja klien 
 Rincian lokasi dan akomodasi yang 
diperlukan 
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LAMPIRAN 2A – 5 
 
4. ANGGARAN DAN BIAYA 
 
Bagian ini berisi rincian waktu dan biaya yang 
dianggarkan, waktu yang sesungguhnya terjadi, 
dan biaya yang akan diklaim. 
 

 KAP JOACHIM SULISTYO & REKAN 
 SISTEM PENGENDALIAN MUTU (SPM) 
  Page 3 of 28 
 
1. Penerimaan Penugasan (assignment) 
a. Kebijakan 
- KAP Joachim Sulistyo & Rekan tidak akan menerima penugasan 
(assignment) yang risikonya lebih tinggi daripada fee audit yang akan 
diperjanjikan 
- KAP Joachim Sulistyo & Rekan tidak akan menerima audit assignment 
apabila partner memiliki hubungan keluarga dengan klien  
- KAP Joachim Sulistyo & Rekan akan selalu melakukan survey pendahuluan 
(preliminary survey) sebelum mengajukan usulan biaya pelaksanaan audit 
kepada calon klien. 
- Apabila diperoleh informasi bahwa calon klien tersangkut dalam masalah 
hukum maka KAP Joachim Sulistyo & Rekan akan menolak memberikan 
jasa audit kepada calon klien tersebut 
- KAP Joachim Sulistyo & Rekan akan selalu berusaha mempertahankan 
sikap independen terhadap klien 
 
b. Prosedur Penerimaan Penugasan 
- Menerima surat permintaan penawaran jasa audit dari calon klien 
- Atas surat permintaan penawaran tersebut, KAP akan mengirimkan surat 
jawaban yang intinya berisi kesanggupan untuk melaksanakan dan 
permohonan untuk melakukan survey pendahuluan sebagai dasar 
penyusunan proposal penawaran jasa audit 
- Apabila calon klien tidak mengijinkan KAP untuk melakukan survey 
pendahuluan, maka KAP akan menolak mengajukan penawaran 
- Apabila calon klien mengijinkan KAP melakukan survey pendahuluan maka 
KAP akan mengirimkan personil untuk melakukan survey pendahuluan. 
Hasil survey pendahuluan ini kemudian dilaporkan kepada partner atau 
manajemen 
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- Setelah survey pendahuluan dilakukan maka KAP segera menyusun 
proposal penawaran jasa audit berdasarkan pada lingkup pekerjaan yang 
diperoleh dari survey pendahuluan 
- Proposal tersebut kemudian dikirimkan kepada calon klien untuk dipelajari 
dan dinegosiasikan 
- Apabila terjadi kesepakatan harga maka langkah berikutnya adalah 
menyusun perjanjian kerja (SPK) 
- Perjanjian kerja (SPK) yang telah selesai dibuat kemudian dikirimkan 
kepada klien untuk ditandatangani dan dikirimkan kembali oleh klien 
kepada KAP 
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c. Prosedur Menjaga Independensi 
- Menetapkan anggota tim audit yang akan ditugasi untuk melakukan audit 
laporan keuangan klien 
- Mengidentifikasi apakah ada diantara personil yang dipilih menjadi anggota 
tim audit memiliki hubungan keluarga atau sejenisnya (conflict of interest) 
yang dapat mempengaruhi independensinya 
- Apabila ada maka yang bersangkutan dikeluarkan dari tim audit dan 
digantikan oleh personil lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan 
dengan klien 
- Semua personil yang terlibat dalam pelaksanaan audit diwajibkan membuat 
surat pernyataan independensi yang ditandatangani oleh personil tersebut 
dan signing partner 
- Supervisor, manajer, dan partner melakukan monitoring lapangan agar 
masing-masing personil tetap menjaga sikap independen mereka terhadap 
klien 
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d. Prosedur Perencanaan Audit 
- Mempelajari syarat penugasan yang tertuang dalam SPK 
- Mempelajari pending matters atau permasalahan tahun lalu yang ditemukan 
dan belum ditindaklanjuti 
- Mempelajari dan memahami sistem dan pengendalian akuntansi 
- Menetapkan risiko audit 
- Menetapkan tingkat materialitas yang relevan terhadap kondisi klien 
- Menetapkan teknik sampling yang akan digunakan dalam pengujian 
substantif atas bukti-bukti pendukung transaksi keuangan yang dilakukan 
oleh klien 
- Mempelajari dan memahami teknologi informasi yang digunakan oleh klien 
sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan secara efisien dan efektif 
- Menyiapkan internal control questionnaires 
- Menyiapkan program audit agar dilaksanakan oleh auditor di lapangan 
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Client: Dibuat oleh: Tanggal: 
Period ended:   
Subject:                                 MENERIMA PENUGASAN 
 
 YA TIDAK 
1. Apakah client ini menyumbang sama/lebih 15% pendapatan kantor?   
2. Apakah ada bagian significan dari fee yang belum dibayar oleh klien?   
3. Apakah kantor terlibat dalam masalah hukum yang dihadapi oleh klien 
atau apakah kantor terancam? 
  
4. Apakah pertner atau auditor yang menangani klien ini memiliki keluarga 
atau hubungan personal dengan klien? 
  
5. Apakah partner atau auditor yang menangani klien ini memiliki hubungan 
finasial dengan klien? 
  
6. Apakah kita memiliki benturan kepentingan dengan klien?   
7. Apakah ada hal-hal yang dapat mempengaruhi sikap independent kantor 
terhadap klien? 
  
8. Apakah ada risiko bahwa partner dan auditor yang ditugaskan dalam audit 
klien ini kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk 
memberikan jasa kepada klien dengan baik? 
  
9. Apakah kita tahu akan hal-hal yang menyebabkan kantor harus menolak 
penugasan? 
Pertimbangkan hal-hal berikut: 
 Kemampuan klien membayar fee 
 Integritas manajemen 
 Persoalan hukum yang dihadapi oleh klien 
  
Rincian terhadap jawaban ”ya” harus dilampirkan termasuk hal-hal yang 
mendukung kantor menerima penugasan. 
 









Subject:           STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS AND CHECKLISTS 
 
TUJUAN 
Untuk memastikan bahwa: 
a. laporan dan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan (PSAK) dan Peraturan yang berlaku. 
b. penjumlahan, pembulatan, dan referensi laporan keuangan telah dilakukan dengan benar dan 
konsisten. 
c. laporan auditor telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan 
Peraturan yang berlaku. 
d. laporan keuangan dan audit disajikan sesuai dengan standar metode penyajian yang 
ditetapkan oleh kantor dan sesuai dengan keinginan klien apabila dapat diterima. 




Pastikan bahwa draft pertama laporan audit dan keuangan telah 
cocok dengan standar penjelasan yang ditetapkan. 
 
2. Penyesuaian setelah draft pertama laporan keuangan 
Pastikan bahwa semua jurnal penyesuaian yang dibuat setelah draft 
pertama laporan keuangan telah dibuat dengan benar. Daftar jurnal 
penyesuaian harus difile dalam KKP. Jurnal penyesuaian final harus 
dibuat di lead dan supporting schedules. 
 
3. Laporan Auditor 
Pastikan bahwa laporan sesuai format standar. Penyimpangan dari 
standar harus diidentifikasi secara jelas. 
 
4. Kredibilitas 
Pertimbangkan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan 
keuangan secara keseluruhan dapat dipercaya khususnya penjelasan 
yang cukup atas masalah-masalah yang siknifikan yang mungkin 
berpengaruh terhadap pendapat orang yang membaca laporan 
keuangan. 
 
5. Kesalahan ketik telah diperiksa 




Pastikan bahwa laporan keuangan dan audit dibuat sesuai dengan 
standar metode penyajian yang ditetapkan oleh kantor. 
 
7. Prosedur distribusi dan penandatanganan 
Pastikan bahwa semua laporan audit dan laporan keuangan yang 
telah disetujui dimintakan tandatangan partner. Pastikan bahwa 
tandatangan partner dilakukan setelah laporan keuangan 
ditandatangani oleh klien. 
 
KESIMPULAN: Saya telah puas bahwa laporan audit dan keuangan telah disajikan sesuai 
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan yang berlaku. 
Manager: Tanggal: 
JSA/SPM/Form-4 
Client: Dibuat oleh: Tanggal: 
Periode: Direview oleh: Tanggal: 
Subject:                                PERENCANAAN AUDIT 
 
TUJUAN 
 Untuk menyusun rencana/strategi audit agar diperoleh bukti audit yang cukup, 
relevan, dan dapat dipercaya guna mendukung opini audit yang disajikan dalam 
laporan audit. 
 Untuk memberikan dasar pelaksanaan jasa yang berkualitas dan untuk meminimalkan 
risiko. 
 Untuk memberikan dasar pelaksanaan audit agar efisien dan efektif 
 
ISI Skedul/referensi 
1. Faktor yang mempengaruhi stragei audit: 
 Syarat penugasan 
 Pending matters 
 Lingkungan bisnis 
 Sistem dan pengendalian akuntansi 




2. Strategi audit: 
 Materialitas 
 Subtantif atau kepatuhan 
 Teknik sampling 
 Review analitis 
 Teknologi informasi 
 Perpajakan 
 Urutan pekerjaan 
 
3. Administrasi: 
 Administrasi proyek 










Client: Dibuat oleh: Tanggal: 
Periode: Direview oleh Tanggal: 
Subject:                        PERENCANAAN AUDIT-MATERIALITAS 
 
PROSEDUR: 
Tingkat materialitas harus diestimasikan pada tahapan perencanaan dengan 
mempertimbangkan informasi terkini. Dokumentasi proses pertimbangan lebih penting 
daripada angka-angka yang dihasilkan. 
 
 Tahun Berjalan Tahun Lalu 
























































Tahap Perencanaan G 
















 Tingkat materialitas (G&H) pada umunya berada dalam kisaran A – F. E dan F 
diabaikan apabila klien menderita rugi. 
 Tingkat materialitas yang ditetapkan pada tahap perencanaan digunakan untuk 
menentukan besarnya sampel sedangkan pada tahap penetapan opini tingkat 
materialitas digunakan untuk menentukan penyesuaian (adjustment) final. Tingkat 
materialitas tidak digunakan untuk verifikasi akun-akun sensitif. 
 Apabila anggaran untuk tahun berjalan tidak tersedia maka penetapan tingkat 
materialitas pada tahap perencanaan didasarkan pada angka-angka tahun lalu. 





Client: Dibuat oleh: Tanggal: 
Periode: Direview oleh: Tanggal: 
Subject:                EVALUATED TIME BUDGET AND SUMMARY 
 
 TAHUN BERJALAN THN LALU ANGGARAN 
 Anggaran Realisasi Realisasi Thn Depan 






        





        
Sub total         
Pajak         
Total Biaya Audit  (A)         
PENDAPATAN 
 Penawaran Disetujui Fee Thn Lalu Fee Thn 
Depan 
Fee:     
 Audit 
 Accounting Service 
 Pajak 
 Lain-lain 
    
Total  (B)     
Surplus (Deficit)  C=B-A     
JSA/SPM/Form-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 PT Pelita Air Service √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 PT. Usayana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 PT. Patra Drilling Contractor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 PT. Patra Dinamika √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 PT. Mitra Tour & Travel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 PT. Yekapepe Wiperta √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 PT. Patrindo Upaya Sejahtera √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 PT. Quatra Jasa Mineral √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 PT. Quartirta Utama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 PT. Citra Hasta Investama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 PT. Citra Karya Praditya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 PT. Delta Persada Dwitama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 PT. Texin Permata Husada √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 PT. Runa Ikana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 PT. Patra Wahana Kridatama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 PT. Multi Terminal Indonesia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 PT Patra Jasa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 PT Perkebunan Nusantara II √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
19 PT. Rekadaya Elektrika √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 PT. Bosowa Berlian Motor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
21 PT. Bosowa Multi Finance √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
22 PT. Semen Bosowa Maros √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 PT. Semen Batam √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
24 PT. Mallomo Transporindo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
25 PT. Bosowa Trading International √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
26 PT. Bosowa Lloyd √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
27 PT. Meta Epsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
28 PT. Benteler Far East Indonesia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Nama KlienNo.
Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Joachim Sulsityo & Rekan
Terhadap Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan
Tabel Dokumentasi Operasional Perencanaan Laporan Keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
29 PT. BPR Mitra Sejahtera Lestari √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
30 PT. Indopelita Air Sevice √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
31 DP4 Pelabuhan II √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
32 PT. Swararma Eragrafindo Sarana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
33 Kop Kar.PT KOKARINDO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
34 Departemen Pekerjaan Umum √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
35 RS Jantung Pembuluh Darah HK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
36 PT Pudjiadi Prestige Tbk. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
37 PT Pudjipapan Kreasindo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
38 PT Kotaserang Baru Permai √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
39 PT Graha Pudji Bahana (Induk) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
40 PT Pudjiadi Gapura Villa Marbella √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
41 PT Graha Pudji Propertindo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
42 PT Jakarta International Property Management √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
43 PT Pasar Gambir Kemayoran √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
44 PT Marbella Property √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
45 PT Hotel Marbella Pengembang Interansional (Konsolidasi) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
46 PT Graha Pudji Bahana (Konsolidasi) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
47 PT Pudjadi Prestige (Konsolidasi) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
48 Himpunan Penghuni Kondominium Hotel Marbella Anyer √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
49 PT Ubud Bali Asri √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
50 PT Benteler Far East Indonesia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
51 PT Rekadaya Elektrika √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
52 PT BPR Mitra Sejahtera Lestari √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
53 PT Sri Melamin Rejeki √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ : Dilaksanakan
X : Tidak dilaksanakan
Keterangan :
Tabel Dokumentasi Operasional Perencanaan Laporan Keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan
Terhadap Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Joachim Sulistyo & Rekan
No. Nama Klien
Desain Perencanaan Audit Laporan Keuangan KAP Joachim Sulsityo & Rekan
(Lanjutan)


